BAB 1V

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAPI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERJANGKA DI DESA TAKERHARJO
KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan praktik jual beli sapi di Desa Takerharjo dan teori jual beli
dapat dianalisis bagaimana menurut pandangan hukum Islam tentang praktik jual
beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka. Apakah hal tersebut sudah
memenuhi rukun dan syarat jual beli atau belum. Pada dasarnya, bab IV ini
merupakan penggabungan antara bab II dengan bab III untuk dilakukan analisis
sehingga akan mendapatkan satu kesimpulan yang menyatakan sah atau tidak
jual beli tersebut.

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Berjangka di
Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Sebelumya telah dijelaskan bahwa jual beli dengan sistem pembayaran
berjangka adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh,
yakni juragan sapi bisa memberikan panjar terlebih dahulu atau tidak kepada
pemilik sapi kemudian pelunasan akan dibayar ketika jangka waktu yang
telah disepakati kedua pihak berakhir. Pada kenyataannya jual beli sapi di
Desa Takerharjo memiliki perbedaan dari segi pembayaran, yakni antara
sistem pembayaran berjangka dengan sistem pembayaran tunai, selain itu
dari segi harga, yakni apabila pemilik sapi memilih menjual sapinya dengan
sistem tunai maka harganya lebih rendah dibandingkan dengan jual beli

sistem pembayaran berjangka. Dan apabila pemilik sapi memilih jual beli
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dengan sistem pembayaran berjangka maka harga yang diberikan lebih tinggi
dibandingkan dengan sistem tunai.

Dalam jual beli sapi di Desa Takerharjo penetapan harga dibedakan
antara sistem tunai dengan sistem pembayaran berjangka, yakni terdapat dua
harga dalam satu akad. Mengenai hal ini para ulama dan kalangan jumhur
membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan
yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan
tidak dimasuki unsur ketidakjelasan, seperti, misalnya melakukan dua
transaksi dalam satu transakasi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli
dalam satu jual beli yang dilarang. Berbeda dengan pendapat Syafi’i yang
menyatakan bahwa menentukan dua harga untuk satu barang yang
diperjualbelikan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti
seseorang berkata, “Kujual buku ini scharga $10 dengan tunai atau $15
dengan cara utang”. Arti kedua ialah seseorang berkata, “Aku jual buku ini
kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”. Dan
menentukan dua harga ini menurut Syafi’i termasuk jual beli yang hukumnya
sah tapi dilarang karena terdapat salah satu faktor yang menghalangi
kebolehan proses jual beli, yakni tidak memenuhi salah satu syarat jual beli.
Dan sistem pembayaran berjangka ini hampir sama dengan jual beli kredit,
yakni pembayarannya sama-sama ditangguhkan diakhir. Dilihat dari dua
pendapat yang berbeda, penulis sepakat dengan para ulama dan kalangan

jumhur yang membolehkan jual beli dengan harga cicilan dan melebihi harga
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tunai. Hal ini melalui pertimbangan berdasarkan pada syarat keabsahan akad
jual beli kredit, yakni:
1. Akad tersebut tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba.

Dalam hal ini tidak ada sama sekali pengambilan riba. Memang
sebagian masyarakat menganggap harga tinggi pada sistem berjangka
termasuk tambahan harga atau disebut dengan riba, akan tetapi adanya
tambahan tersebut sebagai kompensasi tertahannya hak penjual dalam
jangka waktu tertentu. Keduanya sepakat apabila dari sisi harga terdapat
perbedaan, karena hal tersebut dimungkinkan dapat menguntungkan
kedua pihak.

2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit
dilangsungkan.

Barang/objek yang diperjualbelikan dalam hal ini diberikan kepada
juragan sapi sebelum proses pembayaran. Jadi juragan dapat
memanfaakan sapi (objek) terlebih dahulu untuk modal usaha.

3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi
belum diterima dan belum berada ditangannya.

4. Barang yang dijual kredit, bukan berbentuk emas, perak atau mata uang,
karena hal ini termasuk riba ba’i.

Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah termasuk hewan
ternak (sapi), bukan berbentuk emas, perak ataupun mata uang.

5. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat

akad berlangsung.
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6. Pada saat transaksi harga harus disepakati satu dan jelas serta besarnya
angsuran dan jangka waktu juga harus jelas.

7. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka akad tidak boleh dibuat dengan
cara beli sewa (/easing).

8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga
barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar.

Pemilik sapi dan juragan sapi sepakat apabila sapi dijual dengan tunai
maka harganya adalah Rp. 20.000.000,00. Sedangkan apabila jual beli
dilakukan dengan cara diutangkan atau dengan sistem pembayaran berjangka
maka harganya menjadi Rp. 21.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan
dua bulan. Meskipun pada jangka waktu yang telah disepakati
kemungkinkan harga sapi akan naik sesuai permintaan pasar, yakni dari
harga Rp. 21.000.000,00 bisa mencapai Rp. 21.500.000,00 keduanya sudah
sama-sama saling ridha dan kedua pihak juga sudah sepakat pada harga awal
meskipun pada pada masa penangguhan harga naik sewaktu-waktu. Jika
pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari
pihak penjual karena penagguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan
karena penangguhan adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab
Hanafi, Syafii, Zaid bin Ali, Muayyad Billah dan mayoritas ahli fikih
dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli dan pendapat tersebut
dikuatkan oleh asy-Syaukani.

Pada jual beli sistem pembayaran berjangka, objek atau sapi yang

diperjualbelikan diserahkan diawal kemudian pembayarannya dilakukan
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diakhir atau bisa memberikan panjar terlebih dahulu. Meskipun
pelaksanaannya hampir sama dengan akad salam, yakni objek diserahkan
diawal dan pembayaran diakhir namun objek yang diperjualbelikan pada jual
beli sapi ini tidak dengan pemesanan terlebih dahulu sedangkan dalam akad
salam objek yang diperjualbelikan harus melalui pemesanan terlebih dahulu.
Proses pembayaran yang diterapkan bisa menggunakan uang panjar atau
bisa juga tidak. Pembayaran dilakukan secara berjangka dengan kesepakatan
bahwa pemilik sapi dapat mengambil uangnya apabila jangka waktu yang
disepakati sudah jatuh tempo. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, mayoritas
ahli fikih mengatakan bahwa jual beli ‘wurbun (panjar) adalah jual beli yang
dilarang dan tidak sah. Tetapi, menurut Hanafi jual beli ‘urbun hukumnya
hanya fasid. Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual
beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual
beli ‘urbun, disamping jual beli ini mengandung gharar, spekulasi dan
termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan juga mengandung dua
syarat yang fasid: pertama, syarat hibah dan kedua, syarat akan
mengembalikan barang bila tidak suka dan pembeli mensyaratkan kepada
penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jua beli menjadi tidak sah.'
Berbeda dengan Imam Ahmad yang menganggap hadis riwayat Ibnu
Majah tersebut sangat lemah sehingga ia membolehkan jual beli dengan
panjar dengan dalil hadis yang diriwayatkan dari Nafi’ bin Abdul Harits,

bahwa ia membelikan umar sebuah rumah untuk dijadikan penjara dari

' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Nor Hasanuddin), Jilid 4, (t.tp.: Darul Fath, 2004), 153.
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Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ratus dirham. Jika Umar setuju
maka jual beli dilaksanakan dan jika tidak Shafwan mendapatkan empat ratus
dirham yang dijadikan sebagai uang panjarnya.

Sedangkan dewasa ini jual beli dengan memakai sistem uang panjar telah
menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai
perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena resiko
menunggu dan tidak berjalannya usaha. Hal ini menurut Wahbah adalah sah
dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf'(tradisi yang berkembang) karena hadis-
hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang pro maupun
yang kontra tidak ada satu pun hadis sahih.’

Jangka waktu dalam jual beli sistem pembayaran berjangka di Desa
Takerharjo ini berkisar antara satu sampai empat bulan bagi pemilik sapi
perorangan dan satu sampai tiga mingguan bagi sesama juragan dan jagal
sapi. Meskipun jangka waktu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam jual
beli sistem pembayaran berjangka, tapi hal ini tidak menjadi penghalang
antara pemilik sapi dengan juragan sapi untuk melakukan perjanjian akad
jual beli.

Jual beli sapi sistem pembayaran berjangka ini tidak terdapat ketentuan
yang diperjanjikan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
Keterlambatan merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh para pihak
yang bersangkutan. Pemilik sapi yang mengalami keterlambatan dalam hal

pembayaran biasanya mendatangi rumah juragan sapi untuk meminta

? Wahbah az-Zuhaili, Fighu al-Islam wa Adilatuhu, (Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.), Jilid 5,
(Damaskus: Darul Fikr, 2007), 120.
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pembayaran apabila juragan masih saja belum membayarnya setelah
meminta tambahan jangka waktu keterlambatan, tapi tidak jarang juga
dengan mendatangi rumah juragan pemilik sapi mendapatkan pembayaran
yang diinginkan. Kesepakatan yang dilakukan pada jual beli sapi dengan
sistem pembayaran berjangka ini tidak menggunakan perjanjian tertulis
maupun bukti tertulis sebagai alat bukti bahwa mereka telah melakukan
kesepakatan jual beli. Tapi, hal ini tidak menjadi hal penting bagi kedua
pihak karena mereka menganggap apabila harus dengan perjanjian tertulis
maka akan melibatkan banyak pihak dan mempersulit proses jual beli. Selain
itu, dalam jual beli ini juga tidak menekankan adanya saksi, apabila juragan
dan pemilik sapi sudah saling mengenal atau pemilik sapi sudah sering
melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka maka juragan dan
pemilik sapi hanya mengedepankan rasa saling percaya. Dan jika pemilik
sapi bukan salah satu orang Desa Takerharjo serta juragan tidak
mengenalnya maka juragan tidak akan menerima permintaannya untu
melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka. Meskipun kedua
pihak sudah saling percaya, tapi lebih baik medatangkan saksi, sebagaimana
ayat Alquran sebagai berikut:

S e V5 Lo 5T N AN

Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah
penulis dipersulit dan begitu juga saksi. (Albaqarah: 282).’

3 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: t.p., 2002), 48.
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Selain mendatangkan saksi, para pihak seharusnya juga mencatatnya
sehingga apabila pada suatu ketika terdapat perselisihan antara kedua pihak
ada yang dapat diadikan alat bukti. Hal ini sebagaimana dalam ayat Alquran

sebagai berikut:

PR fed 5T ) s s 0l
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan
utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu
menuliskannya.*
Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila jual beli dilakukan dengan

jangka waktu maka diharuskan untuk mencatatnya sebagai antisipasi

terjadinya perselisihan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran
Berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dengan sistem pembayaran
berjangka ini adalah jual beli antara juragan sapi dengan pemilik sapi, yang
mana pemilik sapi menjual sapinya kepada juragan sapi dengan syarat
adanya jangka waktu pembayaran atas kesepakatan harga yang telah
ditetapkan. Sedangkan jual beli sendiri berarti suatu perjanjian tukar-
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara
kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

* Ibid.
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syarak dan disepakati.’ Dilihat dari definisi jual beli, realita praktik jual beli
yang dilakukan pemilik sapi dan juragan sapi diantara keduanya sudah saling
memenuhi apa saja yang menjadi rukun jual beli dan keduanya juga telah
ridha terhadap keuntungan dan kerugian yang diperoleh masing-masing
pihak.

Pada definisi jual beli diatas terdapat kata “ketentuan yang telah
dibenarkan syarak dan disepakati”. Adapun ketentuan- ketentuan tersebut
menurut penulis berkaitan dengan rukun jual beli dan syarat jual beli. Rukun
jual beli adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau a/-muta’agidayn (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab dan kabul).

3. Ada barang yang dibeli.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.°

Pertama, adanya orang yang berakad, yakni terdapat penjual dan
pembeli, penjual adalah pemilik sapi dan pembeli adalah juraga sapi. Kedua,
adanya sighat, yakni lafal ijab yang diucapkan oleh pemilik sapi dan lafal
kabul yang diucapkan oleh juragan sapi. Ketiga, adanya barang yang dibeli,
dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah sapi. Dan keempat adalah
adanya nilai tukar, yakni sesuatu yang disebut harta, dalam hal ini berupa

uang sebagai ganti pembayaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli

> Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 67.
6 Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.
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yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ini sudah memenuhi rukun
jual beli.
Adapun syarat jual beli dalam hal ini adalah sebagai berikut:
1. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli
Kedua pihak dalam praktik jual beli ini adalah orang yang berakal
dan balig, bukan orang gila dan melakukan jual beli tersebut atas
kehendaknya sendiri (bukan paksaan), yakni atas dasar suka sama suka,
sehingga dalam hal untuk syarat pihak yang berakad telah memenuhi
syarat.
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul
Ijab dan kabul dilakukan oleh seseorang yang telah balig dan berakal.
Pada realitanya, kedua pihak sudah memenuhi syarat ini, keduannya
saling megucapkan ijab dan kabul masing-masing. Pihak pemilik sapi
telah mengucapkan, “Saya jual sapi ini dengan sistem pembayaran
berjangka dengan harga sekian dan dalam jangka waktu sekian”,
sedangkan juragan telah menjawab, “Saya beli sapi ini dengan sistem
pembayaran berjangka dengan harga kesepakatan sekian dan jangka
waktu yang telah kita sepakati”.
Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
I[jab kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak
yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
Dalam hal ini kedua pihak sudah melakukannya dalam satu majelis,

yakni ditempat dimana terjadi penawaran yang dilakukan pemilik sapi
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dan disepakati oleh pihak juragan. Apabila penjual mengucapkan ijab,
lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul atau pembeli
mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli
kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual
beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus
dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama mazhab Hanafi dan ulama Maliki
mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai waktu,
yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun,
ulama mazhab Syafi i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak
antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan
bahwa objek pembicaraan telah berubah.

3. Syarat yang berkaitan dengan barang

Barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci, bermanfaat, milik
penjual (dikuasainya), bisa diserahkan, diketahui keadaannya.” Sapi yang
digunakan sebagai ojbek jual beli merupakan suci, yakni jenis hewan
ternak yang dihalalkan untuk dimakan, bahkan merupakan hewan
sembelihan pada saat hari raya idul adha. Yang kedua bermanfaat, bagi
petani sebelum adanya traktor sapi sangat bermanfaat untuk membajak
sawahnya, baik untuk menggarap sawah milik sendiri atau milik orang
lain, sehingga sapi tersebut dapat digunakan untuk membantu pemilik

sapi bekejra dan dapat dijual ketika pemilik sapi membutuhkan dana.

7 Taqiyuddin al-Hisni asl-Syafi i, Kifaya al-Akhyar, (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi),
(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 133.
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Ketiga milik penjual, sapi-sapi tersebut adalah milik pemilik sapi sendiri,
akan tetapi terkadang pemilik sapi merawat sapi milik orang lain yang
tidak mampu merawatnya sendiri dan hal itu juga dapat membantu
seseorang yang ingin merawat sapi tapi tidak mampu membelinya, pada
hal ini setiap sapi akan dijual maupun terdapat suatu hal yang terjadi
orang yang merawat sapi tersebut harus memberitahukan kepada pihak
pemilik sapi. Keempat dapat diserahkan, sapi merupakan hewan yang
dapat dipindahtangankan sehingga dapat diserahkan secara langsung
kepada pembeli. Yang terakhir diketahui keadaannya, sebelum terjadi
kesepakatan jual beli antara kedua pihak, pihak pemilik sapi meyuruh
juragan sapi utuk melihat keadaan sapi yang akan dijualnya. Dengan
melihat sapi terlebih dahulu, juragan sapi bisa mengetahui keadaan sapi
yang akan dijual.
4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang
Adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai
(store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of
account), bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).”®, ketiga syarat
tersebut sudah terpeuhi yakni berupa uang sebagai pengganti sapi yang telah
dijual.
Dalam praktik sistem pembayaran berjangka, apabila dalam jangka
waktu yang telah disepakati juragan tidak mampu menjual sapi di atas harga

normal maka juragan membayar tambahan harga dengan uang milik pribadi

% Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No. 2,
(Desember, 2015), 251.
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dan hal tersebut dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak,

sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

ey i B0l i

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan
jalan yang batil... (QS. Albagarah:188)’

Dan diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan
larangan terhadap tambahan pada pembayaran diakhir, yakni sebagai

berikut:

\ Cb
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Artinya: Tidak ada riba kecuali pada nasi’ah.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan terhadap merugikan orang
lain dan tambahan harga yang diperjanjikan juragan tersebut dapat
merugikan pihak juragan sehingga juragan harus mengeluarkan uang
pribadinya. Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang awal mula terjadinya
kesepakatan jual beli tersebut adalah pemilik sapi ingin membantu juragan
untuk meminjami modal sebagai modal kulakan juragan dan kedua pihak
juga sudah saling sepakat mengenai apapun yang terjadi selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam
praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka telah memenuhi rukun
dan syarat-syarat jual beli. Hanya saja terkadang dapat merugikan pihak lain
sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan hal tersebut dilarang dalam praktik
jual beli. Akan tetapi hal tersebut juga dapat membantu pihak juragan

sehingga menjadi tolong-menolong dan tolong-menolong merupakan

? Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya..., 29.
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perbuatan yang baik. Jadi, jual beli ini adalah sah dan diperbolehkan karena
kedua pihak sudah saling sepakat mengenai semua hal yang terjadi. Akan

tetapi akadnya fasid (rusak) karena dapat merugikan salah satu pihak.



